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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha menciptékan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh
rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.
Sebaliknya berhasiinya pembangunan tergantung pula pada partisipasi seluruh rakyat
yang berarii pembangunan harus dilaksanakan seccara meraia oleh segenap lapisan
masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggung
jawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun puia daiam menerima kembaii hasii
pembangunan. |

Pemibangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan daerah karena
keberhasilan dalam pembangunan daerah akan menunjang pula keberhasilau dalam
pembangunan nasional. Adanya perubahan struktur yang menyangkut pembangunan
wilayah suatu daerah, maka daerah memerlukan berbagai kebijaksanaan khususnya
yang mengatur antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah diharapkan dapat
meningkatkan peranannya dalam pembangunan di wilayah masing—masing, sebab
sukses dan tidaknya pembangunan se'makin tergantung pana sukses dan tidaknya
pembangunan di daerah. Keberadaan pemerintah daerah baik propinsi maupun
kabupaten / kota yang mampu menyelenggarakan kelancaran dan pemerataan
pembangunan mutiak diperlukan Hubungan antara pusat dan daerah ini adalah
berkaitan masalah otonomi daerah, Khustusitya pembagian tugas dail Wewcnang

pemcrintah pusat dan dacrah. |



Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi
daerah agar mampu mengatur rumah tangganya seﬂdiri dengan sebaik—baiknya
adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana—dana atau
pendapatan asli daerah sendiri. Untuk merealisasikan kegiatan pembangunan yang
tersebar di daerah—daerah, tidak terlepas dari unsur pembiayaan yaitu diperlukannya
ketersediaan dana dalam jumiah yang memadai dan pengelolaan yang baik, yang
merupakan dasar utama bagi pelaksanaan rencana pembangunan yang akan
dilakukan, dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan program—program investasi
dan penetapan sasaran—sasaran pemboangunan.

" Sejalan dengan struktur pemerintahan yang berlaku di tiap daerah di wilayah
nasional terdapat tiga komponcn pembiayaan pecmbangunan dari pemerintah, yaitu :

1. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat yang dialokasikan melalw
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program—
program pembangunan di daerah Propinsi.

2. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah Propinsi vang dialokasikan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi untuk
pembiayaan program pembangunan daerah Propinsi;

3. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah Kabupaten / Kota yang
dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AF3D)
Kabupaten / Kota unﬁ1k pembiayaan program—program pembangunan daerah
Kabupaten / Kota.

Masing-masing komponcn pembiayaan dari pemerintah terscbut diharapkan

dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan jalur—jalur yang telah ditentukan dan



tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempengaruhi
berlangsungnya pembangunan. |

Pembangunan ekonomi nasional selama pemerintah orde baru yang lebih
terfokus pada pertumbuhan, temyata tidak membuat banyak daerah di tanah air
berkembang dengan baik. Proses pembangunan dan peningkatan kemakmuran
sebagai hasil dari pembangunan selama itu lebih terkonsentrasi di pusat (Jawa), pada
tingkat nasional laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun cukup tinggi dan
tingkat pendapatan per kapita naik terus setiap tahun ( sampai krisis terjadi ), namun
sebaliknya pada tingkat regional. Hal imi juga diikuti oleh kesenjangan daiam
distribusi pendapatan yang semakin besar.

Terjadinya ketimpangan ckonomi regional di Indoncsia sclama pcmcrintahén
orde baru, berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, pemerintah pusat menguasai dan
mengontrol hampir semua sumber-sumber pendapatan daerah yang ditetapkan
sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam.
Akibatnya daerah—daerah tersebut tidak dapat menikmati hasilnya dengan layak, juga
bantuan dan pinjaman luar negeri, PMA, dan tata niaga di dalam negeri diatur
sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah
dz-iripada potensi ekonominya. -

Konstelasi hubungan keuangan pusat dan daerah menyebabkan relatif
kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, kontribusi penerimaan
yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak,

sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD. Sumber-sumber



penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat,
sedangkan sumber—sumber peneﬁmelan yang .relatif kecil. dikelola oleh pemerintah
daerah (Tambunan, 2001 : 200) »

Kondisi yang terjadi pada masa pemgﬁntahan orde baru, semua kegiatan -
pemerintahan maupun kegiatan perekonomian di tangan pemerintah pusat,
pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang, dalam mengatur rumah tangganya
sendiri. Hal tersebut menyebabkan ketimpa‘ngan dan ketidakberdayaan ekonomu,

muncul sentimen regional dan represi serta pelanggaran hak—hak masyarakat lokal.

~ Dengan kondisi tersebut memicu masyarakat untuk mendapatkan otonomi yang iebih

| I
1aas,

t

Dalam menyikapi tuntutan dari masyarakat tersebut MPR RI menetapkan

TAP MPR RI No. XV / MPR /1998 tentang penyelengggaraan otonomi daerah

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada
daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta peimbangan keuangan
pusat dan daerah dari aspek pengaturan geografis, jumlah penduduk dan tingkat
pendapatan daerah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No. 22 ‘I'ahun
1999 tentang perﬁerintahan daerah sebagai pengganti UU No.5 Tahun 1974 tentang
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pokok—-pokok pemerintahan daerah, serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang

periimbangan keuangan antara pusat dan daeral sebagai pengganti UU No.32 Taliun

Iy

1956 tentang perimbangan kcuangan antara ncgara dengan dacrah-dacrah  yang

berhak mengurus rumah tangganya sendiri.



Menurut UU No. 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai deﬁgan peraturan
perundang-undangan. Adapun tujuan pokok undang-undang ini untuk mewujudkan
landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan
memberikan keieluasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang
mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan UUD 1945.
Undang-Undang No. 25 Tahun 1559, tentang perimbangan keuangan antara
" pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam
kerangka ncgara kesatuan, yang mencakup pcmbagian keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara preporsional, demokratis, adil
dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah,
sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara
penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan
keuangannya.

Diberlakukannyzi UU No.22 ‘iahun 1999 dan UU No. 25 fahun 1999
mendorong daerah untuk berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandir, karena
selama ini daerah tidak dimungkinkan untuk méndiri, faktor yang menentukan
mampu tidaknya suatu daérah untuk berotonomi yaitu kemampuan keuangan atau

kapasitas dari potensi daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan

untuk menggali sumber-sumber kcuangan sendini. Kctergantungan kepada bantuan



pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus rpenjadi bagian keuangan
sendiri terbesar (Tambunan, 2001 : 202).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang menunjukkan
kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber—-sumber dana untuk
membiayal kegiatan daerah (Sutrisno PH, 1981 : 187). Dapat dikatakan bahwa PAD
merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam
mernanfaatkan potensi—poienst surnber keuangannya uniuk memblayal tugas—tugas

dan tanggung jawabnya. Menurut UU No.2

/ 1995 Pasal 4, PAD adaiah penerimaan

Wh

yang diperoleh daerah dari sumber—sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang
dipungut berdasarkap Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengen péraﬁ;'a.q perundang-—
undangan yang berlaku.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung
jawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin
banyak dilimpahkan kepada daerah. Semakin meningkatnya kewenangan yang ada
pada daeréh, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah dituntut untuk
dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri disamping
mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Untuk itu
pemenntah daerah harus dapal menggali potensi daerah masing-masing guna
peningkatan pendapatan asli daerah agar pembangunan daerah tetap berjalan.

Gambaran perekonémian di Yogyal&arta dalam beberapa hal dapat dikatakan
memnliki pola yang mirip dengan beberapa daerah lainnya, terutama pada saat

terjadinya krisis ckonomi scjak tahun 1997. Pada tahun 1997 perckonomian DIY

terpengaruh oleh merosotnya nilai rupiah terhadap U$ dollar yang mulai terjadi



sesudah pertengahan tahun. Pada tahun 1998 kondisi pgrekonornian ternyata lebih
buruk dibandingkan keadaan pada tahun 1997. Dampak krisis ekonomi terhadap
perekonomian ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan
angka negatif pada tahun 1998, yaitu sebesar —23,57%. Sementara pada tahun 1997
laju pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan angka positif, yaitu 1,83%. Pada
tahun 1999 perkembangan ekonomi nampaknya sudah mulai menunjukkan gejala ke
aral pernuiiban ekonorm. Hal i ditundal dengun laju periumbubian ekonorm yang
menunjukkan angka positif.
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Rata—rata pertumbuhan ekonomi pada pericde 1993 — 1996 sebelum terjadi
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periode 1996 — 2000, rata-rata pertumbuhan ckonomi masih memprihatinkan, yaitu
sebesar -0,87%. Sementara pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi secara sektoral
menunjukkan bahwa semua sektor mengalami pertumbuhan positif, kecuali untuk
sektor industri pengolahan dengan laju pertumbuhan sebesar -2,69% serta sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan —1,22%.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu
daerah dalam satu peiriode tertentu (biasanya satu tahun) adalah data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasamya merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan
nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Laju
pertumbuban PDRB merupakan salah satu indikator makro untuk melihat

perkembangan perckonomian suatu dacrah. Perkembangan dan pertumbuhan scktor—



sektor ekonomi suatu daerah membawa dampak terh'adap perubahan struktur
perekonomian dacrah tersebut.

| Selama tahun 1997 — 2000 rata — rata pangsa investasi (Pembentukan Modal
Tetap Domestik Bruto-PMTB) terhadap PDRB. mencapai 24,72 % per tahun. Pada
tahun 1997, kontribusi PMTB terhadap PDRB masih mencapai 26,93 %, namun
menurun pada tahun 1998 menjadi 24,29 % dan menurun lagi menjadi 22,71 % pada
tahun 1999. Selanjutnya pada tahun 2000 pangsa PMTB terhadap PDRB sedikit
membaik menjadi 24,96 %. Secara umum selama tahun 1997 — 2000 kinerja
investasi masih belum membaik, tergambar dari rata — rata pertumbuhan sebesar

4,19 %. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 1998, yakni sebesar -21,11 %

- meskipun sedikit membaik pada tahun 1999 dan 2000 dengan pertumbuhan masing —

masing sebesar 4,72 % dan 6,46 %.

Berikut ini disajikan trend nilai PDRB Propinsi DIY dalam beberapa tahun terakhir :

Tabel 1.1
Perkembangan Nilai PDRB Tahun 1997 - 2002
PDRB Pertumbuhan

{riil dalam juta Rp) (%)
Tahun 1997 5.032.706 1,83
Tahun 1998 3.846.616 -23,57
Tahun 1999 4.620.199 20,11
Tahun 2000 4.724.977 2,27
Tahun 2001 4.673.421 -1,09
Tahun 2002 4.870.285 4,21

" Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2002
Tabel 1.1 memberikan gambaran adanya frend yang fluktuatif, dimana

realisasi nilai PDRB dari tahun ke tahun cenderung berubah secara flukiualif antara



positif dan negatif. Pertumbuhan tertinggi setelah krisis terjadi pada tahun1999, yaitu
nilai PDRB meningkat sebesar 20,11% dengan nilai Rp.4.620.199,-. Sedangkan
pada tahun 1998 PDRB mengalami pertumbuhan negatif tertinggi sebesar —23,57%
dengan nilai Rp.3.846.616,-

Gambar 1.1
Perkembangan Nilai PDRB Tahun 1997 - 2002
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Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2000.

Yogyakarta memiliki potensi ekonomi yang cukup untuk dapat dimanfaatkan
mendanai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah. vSektor pariwisata dan
kebudayaan menjadi contoh potensi yang dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan
otonomi daerah. ‘Syarat penting dalam mengembangkan perekonomian di wilayah
Yogyakarta adalah menciptakan modernisasi dalam segala bidang kegiatan
perekox}omian.

Perekonomian dalam pengembangannya membutuhkan dua faktor penting
yaitu modal dan tenaga ahli. Faktor modal bagi daerah adalah dibutuhkannva
masukan dana-dana investasi yang akan mendorong pertumbuhan pembangunan
ekonomi di daerah. Pengadaan tenaga ahli dapat dilakukan dengan meningkatkan

~ kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan.
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Investasi di sini adalah investasi yang merupakan pembentukan modal tetap
bruio (PMTB), yaitu yang terdapat pada bagian PDRB dengan metode pendekatan
menurut penggunaan / pengeluaran (by expenditure). ~ Pengertian konsep
pembentukan modal tetap bruto dalam suatu region adalah semua barang modal baru
yang digunakan atau dipakai sebagai alat untuk proses produksi di suatu region.
Barang-barang modal tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli dari luar
region, ataupun dari pengadaan di region itu sendiri. Jenis barang yang dikategorikan
sebagai barang modal adalah barang-barang yang berumur satu tahun atau lebih,
sedangkan vang dimaksud dengan pemakaian disini adalah penggunaan barang—
barang modal tersebut sebagai alat yang tetap dalam proses produksi.

Pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan
untuk dijadikan areal pertanian, daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain serta
untuk perluasan areal industri, semuanya merupakan  pengeluaran untuk
pembentukan modal tetap bruto (investasi). Adapun frend nilai investasi di Propinsi

DIY dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat di bawah ini

Tabel 1.2
Trend Nilai Investasi Propinsi DIY Tahun 1997 — 2002
Investasi Pertumbuhan

(riil dalam juta rupiah) - (%)

Tahun 1997 1.380.258 . 1,2
Tahun 1998 947.594 -31,3
Tahun 1999 o 1.049.401 10,7
Tahun 2000 1.167.693 11,3
Tahun 2001 1.151.564 -14
Tahun 2002 1.251.688 8,7

Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2002.
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Tabel 1.2 memberikan gambaran adanya frend vang juga fluktuatif, dimana realisasi
nilai investasi 'yang masuk di Propinsi DIY dari tahun ke tahun juga cenderung
berubah secara fluktuatif antara tumbuh secara positif dan negatif Pertumbuhan
terbesar setelah krisis terjadi pada tahun 2000, yaitu nilai PDRB meningkat sebesar
11,3% dengan nilai Rp.1.167.693.- Sedangkan pada tahun 1998 investasi
mengalami pertumbuhan negatif terbesar yaitu —31,3% dengan nilai Rp.947.594, -

Gambar 1.2
Trend Niiai Investasi Propinsi DIY Tahun 1997 - 2002
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Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2002,
Sementara itu dilihat dari aspek PAD, kinerja PAD Yegyakarta menunjukkan
trend positif. Gambaran Perkembangan PAD selama kurun waktu beberapa tahun

terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.3
Trend Nilai Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY Tahun 1997 — 2002
PAD (riil dalam ribuan Pertumbuhan
Rupiah) (%)
Tahun 1997 42 577,568 3,0
Tahun 1998 16,057,875 -62.3
Tahun 1999 22,732,718 41,6
Tahun 2000 30,395,518 33,7
Tahun 2001 45,618,753 50,1
Tahun 2002 49,385,132 83

Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2002
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Tabel 1.3 memberikan gambaran adanya frend yang positif, dimana

realisasi nilai PAD vyang masuk di Propinsi DIY dari tahun ke tahun

cenderung positif. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2001, yaitu nilai

PDRB meningkat sebesar 50,1% dengan nilai Rp.45,618,753,-. Namun

adanya dampak krisis 1997 pada tahun 1998 PAD mengalami pertumbuhan
negatif tertinggi sebesar —62,3% dengan nilai Rp.16,057,875,-

Gambar 1.3

Trend Nilai Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY Tahun 1997 — 2002

80.060.000

50.003.000

40.000.000

20.0G0.000 —

10.060.000

Tahun 1997

1898 1980 2000 2001 2002

Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2002

Bertitik tolak dari berbagai hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Faktor — faktor yang Mempengaruhi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY Periode Tahun 1975 — 2003”

2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yaﬁg diteliti
adalah bagaimana pengaruh variabel investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per

kapita masyarakat terhadap Pendapatan Asli Dacrah (PAD) Propinsi DIY.
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3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
a. Mengetahui pengaruh investasi terhadap besarnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Propinsi DIY.

Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap besarnya Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.

Mengetahui pengaruh pendapatan per kapita masyarakat terhadap
besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.

Mengetahui pengaruh investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per
kapita masyarakat secara bersama-sama terhadap besarnya Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.

4. Manfaat Penelitian

a.

Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan asli daerah yang ada di Propinsi DIY.

Bagi Pemerintah Propinsi DIY |

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagaimana pemerintah dalam
mengambil kebijakan dafam upaya menftigkatkan PAD.

Bagi Pihak "Lai?n

Merupakan tambahan informasi khususnya pengetahuan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.
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S. Kerangka Pemikiran

Investasi Jumlah Penduduk Pendapatan Per kapita

1 |
h 4
PAD N

Trend. Perkemb. Dana Perimbangan [
l Sumber-sumber

— ™ Pendapatan Daerah
Pinjaman Daerah [

Meningkat / Menurun

Lain-lain
Penerimaan Yang Sah

Gambar 1.4. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan UU No.25 Tahun 1999 sumber—sumber pendapatan daerah
terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain—
-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu pendapatan
daerah diharapkan dapat ditingkatkan penerimaannya. Penelitian ini PAD
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti besarnya investasi, jumlah penduduk dan
pendapatan per kapita.

Investasi sebagai saiah satu komponen penting dari permintaan agregat yang
merupakan satu faktor penting bagi pembangunan ekE)nomi atau pertumbuhan
ekonomi jangka panjang. Investasi yang tinggi maka pembangunan ekonomi juga
akan tinggi yang selanjutnya akan diikuti oleh meningkatnya penerimaan pemerintah
dacrah. Peningkatan permintaan dan penawaran barang dan jasa tidak terlepas dari

meningkatnya jumlah penduduk dengan syarat penduduk tersebut yang mempunyai
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kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Peningkatan jumlah penduduk akan
mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi dari masy;arakat pengguna jasa.

Semakin besar pendapatan per kapita berarti pertumbuhan ekonomi suatu
daerah semakin tinggi, yang diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan mendorong tingkat  konsumsi
masyarakat yang berujung pada peningkatan permintaan masyarakat. Termasuk di
dalamnya konsumsi terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dan
berpengaruh pula pada kemampuan dalam membayar pajak.

Pengaruh dari investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita
masyarakat terhadap PAD kemudian diproyeksikan untuk mengetahui pengaruh di

masa yang akan datang apakah meningkat atau menurun.

6. Hipotesis Penelitian
Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah menyangkut besarnya
pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per
kapita masyarakat baik secara bersama-sama maupun secara individual terhadap
.besamya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.
a. Diduga besarnya investasi berpengaruh positif terhadap besarnya Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.
b. Diduga besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap besarnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.
¢. Diduga besarnya pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh positif

terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.
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d. Diduga besarnya investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita
‘masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap

besarnya Pendapatan Asti Daerah (PAD) Propinsi DIY.

7. Metodologi Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini-meliputi ruang lingkup,

jenis data, sumber data, definisi operasional serta metode model analisis data.

7.1 Ruang Lingkup Pcnelitian
Penelitian ini mengambil tempat di wilayah Propinsi DIY dengan kurun

waktu tahun 1975-2003.

7.2 Jenis Data
Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data nilai Pendapatan Asli
Daerah (PAD), invéstasi yang berupa pembentukan modal tetap bruto, jumlah

penduduk serta pendapatan per kapita tahun 1975-2003.

7.3 Sumber Data

Data yang digunakan berupa data sekunder, yang akan diperoleh melalui
instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Propinsi DIY, Dinas fendapatan Daerah
(DIPENDA) Propinsi DIY serta dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan

penelitian.
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7.4 Definisi Operasional Variabel
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Mekanisme pemungutan penerifnaan
daerah diatur berdasarkan peraturan daerah.

b. - Investasi

Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau
perusahaan pembeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan
produksi yang menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa
yang tersedia dalam perekonomian yang dinyatakaﬂ dalam rupiah. 9

¢. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan keseluruhan penduduk Propinsi DIY yang

tercatat pada akhir tahun yang dinyatakan dalam jiwa.
d. Peﬁdapatan Per kapita
Pendapatan per kapita merupakan pendapatan masyarakat Propinsi DIY yang

diproleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk.

7.5. Model Analisa Data
Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan variabel
dependen PAD dan variabei independen investasi, jumlah penduduk dan pendapatan

per kapita seperti yang dikutip oleh Simporosa (2000). Bentuk model teoritis yang

digunakan adalah :
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PAD = f (Inv, Pdk, Pkpt)
| Finv >0, fpdk >0, fpkpt >0.........ccooo i LD
Dimana :.
PAD =Pendapatan Asli Daerah (ribuan rupiah)
Inv  =Investasi (juta rupiah)
Pdk = Jumlah Penduduk (jiwa)
Pkpt =Pendapatan per kapita (juta rupiah).
Apabila data berbentuk linier, maka persamaan untuk model yang ditaksir adalah :
PAD =qo+ayInv+oaaPdk+az Pkpt+e........oooiiiiiin e (1.2)
Apabila data berbentuk log linear, maka persamaan untuk model ditaksir adalah :
InPAD =1n by + byln Inv + b, In Pdk + b3 In Pkpt + u
Keterangan s
a = konstanta
ay, by, ap, by, 03, b3, =koefisien regresi masing-masing variabel
e u = variabel penganggu atau error.
Untuk mengetahui apakah persamaan yang digunakan berbentuk linear atau non
linear, maka dilakukan uji MacKinnon, White and Davidson (MWD). Dalam
penelitian ini hipotesis tentang linearitas persamaan regresi ditetapkan, sebagai
berikut :
Ho =-variabel Y memﬁakan fungsi linier dari variabel X

H, = variabel In Y merupakan fungsi linier dari variabel In X.
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Adapun langkah Penguiian MWD :

[E—

)

Mengestimasikan model linier dan mendapatkan nilai Y vang diestimasi dan
disebut sebagai YE(V)

/\\ -~ . e ) g,
PAD + @+ g dny v g ik + gaf

PR I P

Mengestimasikan model log linier dan mendapatkan nilai In Y yang diestimasi
' AN
dan disebut sebagaiInf = InY

AN Yy . X
InPAD = B, +bInlnv+ b, InPdk +b;InPkpr+v.........................c. (1L4)

Bf_‘) =In by
Carinilai Z, = (In Yf-Inf)
SN T
=InPAD - In PAD
Meregresikan Y dengan Xi dan Z;

\
PAD = ¢, +clmv+ C, Pk + e, Phpt+ ¢, Z +e ..o (L5)

Ho ditolak jika nilai koefisien Z; secara statistik signifikan berdasarkan uji t.
Mendapatkan Z, = (antilogIn f- Yf).

= antilog@D -@
Meregresikan log Y dengan log X dan 2.
LnPAD = DO,“}I Wninv + d,\nPdk +dy\nPhkpt + d,Z, + & .o oo (16)
Do=Indy
H, ditolak jika nilai koefisien Z, adalah signifikan secara statistik dengan
menggunakan wji t. Jika model linier memiliki model yang tepat, variabel Z;

seharusnya secara statistik tidak signifikan. Dalam kasus ini nilai Y yang
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diestimasi dari model linier dan nilai Y yang diestimasi dari model log linier

seharusnya tidak berbeda.

7.6. Uji yang Digunakan
Penelitian ini menggunakan metode OLS dengan menggunakan beberapa uji.
Pengujian dilakukan agar regresi yang diterapkan menghasilkan estimasi yang valid
dan sahih, yaitu meliputi uji asumsi klasik dan uji statistik.
7.6.1. Uji Asumsi Klasik
Model regresi yang digunakan akan benar-benar menunjukkan hubungan
yang signifikan dan representative atau disebut BLUE (Best Linier Unbiased
Estimator), maka model regresi tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik regresi,
asumsi dasar tersebut adalah apabila tidak terjadi gejala autokorelasi,
heteroskedastisitas dan mulﬁko]inearitas diantara variabel bebas dalam regresi
tersebut. Adapun penjabaran dari uji asumsi dasar klasik regresi di atas adalah
sebagai berikut :
a. Autokorelasi
Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana data-data dalam satu variabel
terjadi saling hubungan. Dalam pengujian dengan menggunakan Program Eviews,
maka standar bahwa dalam suatu kelompok data dikatakan bebas‘atau tidak dan
autokorelasi, sebagai berikut (Ghozali, 2001; 62):
‘]_‘ Bila tiilai Durbin Waison terletak antara batas atas atau upper bound (du)
dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak

ada autokorelasi.
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ii. Bila nilai Durbin Watson lebih rendah daripada batas bawah atau /ower
bound (dI), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti
ada autokorelasi positif.

1. Bila nilai Durbin Watson lebih besar daripada (4-dI), maka koefisien
autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.

1v. Bila nilai Durbin Watson terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah

(dI), maka hasilnya tidak dapat disimpuikan.

Autokorelasi Autokorelasi
positif negatif

Ragu-ragu Ragu-ragu

autokorelasi

| T

0 dl du 2 4-du 4-di 4

Gambar 1.5. Statistik d Durbin — Watsm
b. Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas terjadi apabila seluruh faktor gangguan tidak memiliki
varian yang sama atau Varial;l yang tidak konstan. Gejala heteroskedastisitas ini dapat
dideteksi dengan menggunakan uji Park, dengan urutan langkah sebagai berikut
(Sugianto, 1994:81):
1. Menaksir atau mengestimasi model dasar untuk mendapatkan nilai

residual.

2. Membuat regresi berikutnya dengan residual sebagai variabel depender.



22

Regresi ini dilakukan secara individu terhadap masing-masing variabel
independen. Menaksir persamaan sebagai berikut :
Ine’=1nBo+ B1 In Inv + B2 In Pdk + B3 In Pkpt + vi

= + f; In Inv+ B;In Pdk + B; In Pkpt + vi

2

Melakukan pengujian dengan uji t untuk mengetahui apakah koefisien 3
tersebut secara. statistik signifikan atau tidak yaitu dengan hipotesis,
sebagai berikut :
Sy 3 =0
H.:B#0
Apabila t hiung lebih besar dari t upe maka Ho ditolak, yang berarti secara
statistik koefisien 3 signifikan. Dengan demikian dalam model regresi
mengandung gejala heteroskedastisitas. Apabila t pinng lebih kecil dari t
wbel Mmaka Ho diterima, yang berarti secara statistik koefisien B tidak
signifikan. Dengan demikian dalam model regresi tidak mengandung
gejala heteroskedastisitas.
a. Multikolinearitas
Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan di antara
variabel-variabel independen dalam model regresi. Hubungan tersebut dapat
digambarkan dalam bentuk persamaan :
Inv= f(Pdk, Pkpt)
Inv= op+oynv + a;Pdk +e
Pkpt = f(Pdk)

=+ dInv+p
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Untuk melihat hubungan di antara variabel independen dalam model dapat
dilakukan tes yang menghasilkan kesimpulan ada atau.tidak ada hubungan yang
signifikan di antara variabel independen tersebut dengan metode auxiliary
regression. Kemudian nilai F dari auxiliary regression tersebut dibandingkan dengan
F abel

Adapun rumus untuk mencar F yiung adalah (Gujarati, 2003:361) :

=

Fl — ! Rzim'_pdk_.pkpr....x;. ‘(;(k - 2) -I
u = R2im',pa'k,pkpr,....:_-7 )/(?‘l —k+ I)J

Keterangan :

R T picune

k : jumlah vanabel bebas termasuk konstanta

n : jumlah data.

Apabila nilai F pjung lebih besar dari T uer, maka hal ini berarti bahwa
variabel bebas tertentu mempunyai korelasi dengan variabel bebas yang lain dan
disimpulkan terjadi multikolinearitas. Namun jika nilai F pinung lebih kecil dari F e,
maka hal ini berarti bahwa variabel bebas tertentu tidak mempunyai korelasi dengan

variabel bebas yang lain dan disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

7.6.2. Uji Statistik
Pengwian semua hipotesis dilakukan dengan uji pada masing-masing
koefisien dengan uji t, uji variabel secara bersama-sama untuk menguji seluruh

variabel bebas dengan uji F dan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel
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penjelas mampu menjelaskan variasi variabel yang dijelaskan dengan koefisien

determinasi (R?).

a. Uji F (Uji keseluruhan Koefisien Regresi).

Merupakan pengujian variabel-variabel independen secara keseluruhan dan
serentak yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara
keseluruhan mempengaruli variabel dependen secara signifikan. Langkah-langkah
pengujian hipotesis adalah : |

1) Ho:ou=cx=03=0

Ha:ogy #o#oa3#0
Fhinmg dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Gujarati 1988:
222):

b o RAE=D)
e T - R n—k)

Keterangan :
R? = koefisien determinasi
n = jumlahdata -

= jumlah variabel bebas termasuk konstanta.

Kriteria pengujian adalah :
a) Apabila nilai Fpingg < Feanel, maka Ho tidak ditolak yang berarti bahwa tidak
ada pengaruh secara serentak dari semua varabel independen terhadap

variabel dependen pada derajat keyakinan tertentu.
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b) Apabila nilai Fing > Fianel, maka Ho ditolak yang berarti bahwa semua
variabel independen secara serentak berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependen pada derajat keyakinan tertentu.

b. Ujit
Merupakan pengujian variabel penjelas secara individu yang dilakukan untuk
melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian hipotesis :
1. Ho:a;=0
Ha:o;#0
t tabel —» tar2 ; N =K
Keterangan :
a; = koefisien regresi
n = jumlah sampel
k = banyaknya parameter termasuk konstanta.

2. Menentukan t hitung dengan rumus (Gujarati, 1588: 109):

Keterangan :
&, : Koefisien regresi

se : Standard error koefisien regresi

1o 1,23, .

ENIVERSITAS £THIA JAYA YOGYANARTA

Prograsm Stua: $ivwi &

PERPUSTARAAN
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3) Kiriteria pengujian :

Ho ditolak 2,5% / T \ uo ditolak? 5%

e i)

/ / / / . Daerah Penerimaan Ho diterima / / / / / / /

t tabel t tabel

Pengujian dilakukan dengan membandingkan t pin; dengan t wna pada tingkat
kepercayaan tertentu. Dari hasil tersebut dapat ditentukan metode pengambilan
keputusannya. Jika nilai thitung < tbel, maka H, diterima dan H, dit'blal.c."Hal ini dapat
dikatakan variabel independen secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen. Jika niiai thinmg > tatel, maka H, ditolak dan H, diterima. Hal ini dapat

dikatakan variabel independen secaia statistik berpengarufy terbadap variabel

dependen.

c. R? (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran ikhtisar yang menyatakan

seberapa baik garis regresi sampel dengan mencocokkan penyebaran daianya. R*

menyatakan seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan
oleh variasi dari variabel independen. Adapun R* dapat dihitung dengan rumus

sebagai berikut (Gujarati, 1998:182):




Keterangan :
ESS : explained sum of squares
RSS : residual sum of squares

TSS : total sum of squares.

27
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8. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika
penulisan, sebagai berikut :

Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang

masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat

* 1 AP | L] . . )
NOoMAanITIian ninAaragig MAarnaniAnm nonale orT T -
pyiiviiuiari, LA LNT LRINAANSNFANPOL ywl.LviLt‘.‘an se€ria S‘LS'WLLL&I‘L&\ML 2
pemilisan

BABII LANDASAN TEORI

masalah penelilian, antars lain isor {entung PAD muupun referens:
tentang pembangunan ekonomi secara umum.

BABII ~ GAMBARAN UMUM
Dalam gambaran umum ini memuat tentang deskripsi
perekonomian  Propinst DIY, perkembangun PAD, jumish

penduduk, pendapatan per kapita, investasi serta indikator ekonomi
lain yang relevan.
BABIV  ANALISIS DATA
» Dalam analisis datz ini dijabarkan hasil pengujian, meliputi asumsi
klasik, yang terdiri dari autokorelasi, multikolinearitas dan
heteroskedastisitas, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan
t test dan F. test.

ATN YV e oAl T TY 4 %T TN 4 LT 74 a AT
S oY FRATRAPTIIT AN TYAN SAR AN
4 MAS v ANR/0JAAVES AsL MN 2SL AN 2.

Kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan hasil penelitian secara

keseluruhan beserta penyajian beberapa saran dari peneliti berkaitan





